BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/397/Kep/413.013/2015

TENTANG

LOKASI INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LAMONGAN
BUPATI LAMONGAN,

bahwa dalam rangka tertib administrasi dibidang
pertanahan khususnya terhadap penggunaan
tanah untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
(IPLT), maka periu kejelasan status
penggunaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan lokasi
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Kabupaten Lamongan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730};

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembarn
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043};

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang
Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2106);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda
yang Ada Di atasnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomeor 288, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2324);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 2171);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003
tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 60);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk  Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 94};

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun
2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya
Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32);
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15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar
Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan
Pemerintah dibidang Pertanahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2007 Nomor 17/E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, _

KESATU :  Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Kabupaten Lamongan.

KEDUA :  Lokasi IPLT sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, berada di Kelurahan  Sidokumpul
Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan seluas
18.000m?2.

KETIGA : Tanah untuk IPLT sebagaiinana dimaksud diktum
KEDUA milik Pemerintah Kabupaten Lamongan,
dengan Pengguna Dinas PU Cipta Karya Kabupaten
Lamongan.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 16 Nopember 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd.
WAHID WAHYUDI
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. 8dr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. 8dr. Inspektur Kabupaten Lamongan; o . .
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolgsf J.«ﬁ_sual dengan aslinya
Keuangan dan Asset ;{ o O R
Kabupaten Lamongan; ' :
4. Sdr.Kepala Dinas PU Cipta
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sé
Kabupaten Lamongan,
6. Sdr. Camat Lamongan;

7. Sdr. Lurah  Sidokumpul Kecamatan
Lamongan.
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